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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat 

merumuskan kesimpulan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagai pelaku usaha mempunyai tanggung jawab dalam menjaga kualitas pada 

setiap produk yang diproduksi dan dijualnya salah satunya yaitu dengan 

mempunyai izin edar sesuai dengan Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pelaku usaha yang memproduksi dan menjual 

produk makanan kemasan tanpa izin edar apabila konsumen merasa dirugikan 

akibat mengkonsumsi produk yang telah diproduksi dan dijual oleh pelaku 

usaha maka pelaku usaha harus siap bertanggungjawab atas kerugian konsumen 

sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sesuai 

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan. 

Pertanggungjawaban sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi 

dan menjual makanan kemasan tanpa izin edar diatur dalam Pasal 61, 62, dan 

63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

serta Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.  

2. Pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 

152/Pid.Sus/2018/PN Mkd atas nama terdakwa Sugeng Ribowo dan Putusan 

Nomor 196/Pid.B/2018/PN Cbi atas nama terdakwa Teguh Ilham El sudah 

memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 142 jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Alternatif kepada konsumen 

yang ingin melakukan upaya ganti rugi kepada pelaku usaha sebelum 

konsumen menempuh jalur pidana yaitu dengan menggunakan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar 
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hukum untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian 

konsumen melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.  

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Kepada pelaku usaha seharusnya mengurus izin edar terlebih dahulu agar 

produk makanan kemasan dapat dijamin keamanan, mutu dan gizinya serta 

mentaati kewajiban sebagai pelaku usaha. Kepada pemerintah terhadap 

sosialisasi perizinan yang sudah mudah pada pelaku usaha perlu ditingkatkan 

agar pelaku usaha dapat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya mengurus izin edar pada produk makanan yang diproduksi dan 

dijualnya serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat lebih 

giat lagi dalam menyebarkan informasi untuk meningkatkan kesadaran hak dan 

kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi produk makanan. 

Kepada konsumen, harus selalu berhati-hati dalam memilih produk makanan 

kemasan yang akan dikonsumsinya apakah produk tersebut mempunyai izin 

edar atau belum untuk menjamin keamanan, mutu serta gizi dari makanan 

tersebut demi kenyaman dan keselamatan diri sendiri. 

2. Konsumen yang ingin meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha 

yang memproduksi dan menjual produk makanan kemasan tanpa izin edar 

sebelum menempuh jalur pidana dapat terlebih dahulu meminta 

pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha melalui Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat karena, dengan mengadu kerugiannya kepada 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagai konsumen 

dapat meminta ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang yang 

setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang telah 

diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
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